BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : % /BPKAD/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka
dipandang perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran dan Bendaharan Penerimaan Tahun
Anggaran 2020,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

—

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Mengingat




7.

10.

1%.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tambahan Lembaran  Daerah  Kabupaten
Bengkayang Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten
Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten
Bengkayang Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor
13).

MEMUTUSKAN :

Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai
berikut:

a. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Keuangan Daerah (SKPD) :

1. mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS;

2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan
TU yang dikelolanya;

4. menolak perintah bayar dari Pengguna
Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;




5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
beserta bukti transaksinya, menguyji
kebenaran  perhitungan  tagihan  yang
tercantum dalam dokumen pembayaran, dan
menguji ketersediaan dana untuk
pembayaran;

6. bertanggungjawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakannya;

7. membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada Pengguna Anggaran
melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

8. wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung  jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran kepada Pejabat Penatausahaan
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya  dan disampaikan setelah

diterbitkannya surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh
Pengguna Anggaran;

9. wajib memungut dan menyetorkan seluruh
penerimaan pemotongan pajak pusat yang
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

b. Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Keuangan Daerah (SKPD) :

1. wajib menyelengarakan pembukuan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggung
jawabnya, yang harus didukung oleh bukti
penerimaan yang lengkap dan sah;

2. menyetorkan seluruh penerimaanya ke
rekening Kas Umum Daerah menggunakan
Surat Tanda Setoran,

3. wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  penerimaan kepada
Pengguna  Anggaran melalui Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

4. wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada
Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;,

KETIGA . Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dilarang:

a. Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan, dan penjualan jasa;

b. Bertindak sebagai penjamin atas Kkegiatan,
pekerjaan, dan/atau penjualan jasa;
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